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BAB I

PENDAHULUAN

A.
Latar Belakang Penelitian


Isu mengenai HAM merupakan suatu tuntutan kemanusiaan. Saat ini HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Misalnya, di inggris dikenal adanya Magna Charta 1215 dan Bill of Rights 1689, di AS ada Virginia Bill of Rights 1776, dan di Afrika dikenal adanya African Charter on Human and People Rights. Lebih lanjut PBB menetapkan Universal Declaration of Human Rights 1948. Di dalam Deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional di samping negara.


Secara umum, bersandar pada banyaknya deklarasi dan kovenan (kontrak perjanjian) yang berkenaan dengan HAM yang dikeluarkan oleh PBB, maka terdapat tiga generasi HAM.


Pertama, pemahaman HAM yang tersurat didalam Universal Declaration of Human Rights 1948 merupakan pernyataan tentang HAM yang dipengaruhi oleh pandangan tradisional Barat, yang lahir dari sebuah kemenangan kelas menengah terhadap monarki absolut. Deklarasi ini sangat menekankan pada hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk beragama.


Kedua, pemahaman tentang HAM yang tertuang dalam Covenant on Civil and Political Rights dan Covenant on Economics, Social, and Cultural Right 1966 merupakan hasil kompromi antara ideologi Barat (liberalisme) yang menitikberatkan pada hak-hak ekonomi. Dalam HAM generasi kedua ini terlihat adanya upaya penyelarasan antara hak individu (hak sipil dan politik) dengan hak kolektif (hak ekonomi dan sosial) seperti hak untuk kehidupan yang layak dan mendapatkan pendidikan. Juga dicantumkan hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas sebagaimana dalam kedua kovenan tersebut.


Ketiga, pemahaman tentang Deklarasi Vienna 1993 yang merupakan kompromi antara negara-negara berkembang. Yang baru dari generasi ketiga ini yakni diperkenalkannya hak atas pembangunan, hak untuk memelihara suatu kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu. Dalam konferensi Vienna ini telah disepakati perlunya pendekatan berimbang dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. nondiskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.   

Pada saat sekarang dimana hubungan antar negara telah semakin baik, dan sarana pengangkutan sudah sedemikian modernnya sehingga tidak menyulitkkan orang untuk bepergian, maka dapat saja terjadi bahwa seseorang akan berdomisili di negara lain. Kadang kala orang tersebut melahirkan anak di negara tempat ia berdomisili. Dan kalau asas ius soli
 yang dipakai, maka akibatnya anak tersebut menjadi warga dari negara tersebut, dan dengan demikian putuslah hubungannya dengan negara asal orang tuanya. Karena alasan-alasan ini maka pada umumnya negara-negara sekarang telah meninggalkan asas ius soli, dan menganut asas ius sanguinis
. Penganutan asas ius sanguinis ini akan terasa sekali manfaatnya bagi negara-negara yang letaknya berdampingan dengan negara lain yang tidak dibatasi oleh laut seperti di negara-negara Eropa Kontinental, dimana setiap orang dengan mudah berpindah tempat tinggal. Dan dengan asas ius sanguinis ini anak-anak yang dilahirkan di negara lain akan tetap menjadi warga negara dari negara asal orang tuanya, dan akibatnya tidak akan terputus hubungan antara negara dan warga negara yang baru lahir selama orang tuanya masih tetap menganut kewarganegaraan dari negara asalnya. Sebaliknya bagi negara-negara tertentu, terutama negara-negara imigrasi seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada akan lebih menguntungkan apabila menganut asas ius soli, sebab dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara-negara tersebut akan menjadi putuslah hubungannya dengan negara asal orang tuanya.

Sebagian besar kaidah mengenai nasionalitas semata-mata hanya berkenaan dengan hukum nasional. Telah lama diakui bahwa adalah menjadi hak prerogatif setiap negara untuk menentukan sendiri dan menurut konstitusi serta perundang-undangannya kelompok orang yang bagaimana yang akan menjadi warga negaranya.

Memang beragam kaidah yang berbeda-beda mengenai nasionalitas dijumpai dalam perundang-undangan negara, kurangnya keseragaman ini sebagian besar terlihat nyata dalam perbedaan berkenaan dengan perolehan nasionalitas yang asli. Demikianlah, UU dari satu kelompok negara menentukan bahwa nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan tempat dimana orangtuanya lahir (ius sanguinis), kelompok negara yang kedua menerapkan baik melalui keturunan (ius sanguinis) dan oleh pernyataan tempat kelahiran (ius soli), yang ketiga adalah kelompok negara yang mengutamakan keturunan (ius sanguinis) dan sebagian melalui tempat kelahiran (ius soli), serta kelompok negara keempat yang mengutamakan negara tempat kelahiran (ius soli) dan sebagian melalui keturunan (ius sanguinis). 

Kurangnya keseragaman dalam perundang-undangan negara menyebabkan timbulnya beberapa persoalan yang mengganggu karena adanya nasionalitas ganda, tuna kewarganegaraan, dan sengketa nasionalitas mengenai wanita-wanita kawin. Suatu upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut telah dilakukan pada tahun 1930, pada saat Konferensi Kodifikasi The Hague mengesahkan Convention on the Conflict of Nationality Laws, dengan dua protokol tambahan, masing-masing mengenai kewajiban-kewajiban Militer dan Dwi-Kewarganegaraan serta kasus Tuna-Kewarganegaraan Tertentu, dan sebuah Protokol Khusus berkenaan dengan Tuna-Kewarganegaraan. Instrumen-instrumen yang lebih baru termasuk Convention on the Nationality of Married Women yang terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1957, Convention relating to the Status of Stateless Persons tanggal 28 September 1954 dan Convention on the Reduction of Statelessness tanggal 30 Agustus 1961.

Seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat menurunkan kewarganegaraan Indonesia kepada anak yang ia lahirkan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Indonesia menganut asas ius sanguinis atau garis keturunan hanya dari bapak.

UU Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958 memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah UU tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar sementara (UUDs) 1950 dan tidak banyak membahas hubungan masyarakat secara global.

UU Kewarganegaraan tersebut justru memudahkan bagi anak yang lahir di luar nikah atau anak yang dibuang kedua orang tuanya dan ditemukan di Indonesia, karena otomatis anak tersebut menjadi warga negara Indonesia.

Seperti disampaikan oleh Marcellina dari Aliansi Pelangi Antar-Bangsa, setiap tahun di Jakarta saja, tidak kurang 300 perempuan WNI kawin dengan pria Warga Negara Asing (WNA), dan akibatnya anak-anak mereka dianggap asing oleh hukum yang berlaku di Indonesia, karena kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya. Implikasinya:

1. Seorang ibu WNI memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mendapatkan hak asuh bagi anaknya sendiri yang di bawah umur dan berstatus WNA. Setelah mendapat Penetapan Pengadilan, diperlukan ijin keimigrasian.

2. Ijin keimigrasian (ijin tinggal) yang diberikan kepada anak-anak berstatus WNA tersebut hanya berlaku satu tahun, oleh karena itu harus terus diperpanjang dengan melapor ke instansi terkait (kepolisian dan berbagai tingkat administrasi dari RT, RW, Lurah, Camat, Bupati/Wali kota sampai ke Kantor Kependudukan Provinsi).

3. Setelah selesai sekolah dan apabila ingin bekerja di Indonesia, anak dari seorang ibu WNI yang berstatus WNA ini harus mendapatkan ijin kerja dari departemen ketenagakerjaan. Dan untuk urusan ini menghabiskan waktu dan biaya yang sangat besar.

Bila terjadi perceraian antara pasangan perempuan Indonesia dengan pria asing, acapkali bermuara pada rebutan hak asuh anak. Secara yuridis, suami lebih diuntungkan karena anak tersebut mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Ini merupakan konsekuensi asas ius sanguinis yang dianut UU No. 62 Tahun 1958.

Dalam perebutan hak asuh anak tersebut, Keluarga Perkawinan Campuran (KPC) Melati, perkumpulan pasangan kawin campur, mengungkapkan bahwa istri acapkali harus gigit jari. Mereka harus berjuang mendapatkan hak asuh melalui pengadilan. Di pengadilan, hakim sering hanya berpatokan pada asas ius sanguinis. Ini diperkuat Konvensi Den Haag 1902 (Convention Governing Guardianship of Infants) dimana yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan hak asuh adalah hukum nasional si anak.

Prof. Zulfa Djoko Basuki berpendapat para pengambil keputusan, terutama hakim, sebaiknya merujuk pada prinsip habitual residence. “Hukum nasional si anak seringkali tidak mencerminkan keadaan sebenarnya si anak,” ujar Guru Besar Hukum Perdata Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Prinsip habitual residence sudah dianut dunia internasional melalui Konvensi Den Haag 1961 (Convention Concerning the Power of Authorities and the Law Applicable in Respect of The Protection of Minors). Prof. Zulfa menyayangkan karena Indonesia meratifikasi Konvensi ini.

Sesuai Konvensi tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas identitas. Hak atas identitas itu sewajarnya didapatnya dari kedua belah pihak orang tua. Seorang anak tidak bisa diminta untuk memilih kewarganegaraan bapak atau ibu.

Di era globalisasi ini dimana dunia menjadi semakin sempit sudah seharusnya Indonesia dapat membuka diri terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Kewarganegaraan ganda menjadi sesuatu yang semakin sullit dihindarkan sebagai implikasi dari semakin banyaknya interaksi masyarakat dari suatu negara dengan negara lain. Kewarganegaraan ganda harus dapat dilihat sebagai suatu cara untuk melindungi warga negara dan bukan justru menjadi ancaman.

Menurut UU Kewarganegaraan No. 62/1958 seolah-olah hanya dengan berkewarganegaraan tunggal seseorang dapat menunjukkan loyalitasnya kepada negara. Padahal loyalitas merupakan konsep yang rumit dan secara emosional jauh lebih rumit. Secara kejiwaan, pada dasarnya merupakan keterikatan terhadap, rasa memiliki identitas dengan, dan rasa terhadap orang lain, tempat, atau benda.

Rasa keterikatan ini bisa diarahkan pada lebih dari satu objek. Rasa cinta, hormat, dan kesetiaan yang dimiliki seseorang terhadap salah satu orang tua tidak mengurangi rasa cinta, hormat, dan kesetiaannya terhadap orang tua yang lainnya; kita bisa memiliki rasa cinta atau kesetiaan bagi keduanya dengan setara. Hal yang sama juga berlaku bagi seseorang yang orang tuanya berasal dari negara yang berbeda. Hal ini diakui banyak bangsa, dimana anak-anak hasil perkawinan campuran dengan sendirinya memiliki kebangsaan dari kedua orang tuanya.

Fraksi-fraksi besar dalam Badan Legislasi (Baleg) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 27 Mei 2005 telah mengajukan permasalahan ini kepada ketua DPR dan usul inisiatif Baleg DPR atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan itu dibawa ke sidang paripurna pada 21 Juni 2005 lalu.

Pada 1 Februari 2006, Panitia Kerja (Panja) DPR menyetujui untuk memasukkan usul kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran ke dalam revisi UU No. 62 tahun 1958.

Batasan dwi-kewarganegaraan diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih hak dan kewajiban warga negara. Demikian terungkap dalam lokakarya “Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam RUU Kewarganegaraan” yang diadakan Alida Centre di Hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (30/11/05). Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto menilai perlu ada batasan untuk pemberian dwi-kewarganegaraan.

Ia menawarkan beberapa opsi dalam pemberian dwi-kewarganegaraan, yaitu sepenuhnya dwi-kewarganegaraan, dwi-kewarganegaraan karena perkawinan, dwi-kewarganegaraan sampai usia tertentu dan tidak ada dwi-kewarganegaraan sama sekali.

Ia menyarankan dwi-kewarganegaraan diberikan sampai anak dari pasangan campuran mencapai usia dewasa—apakah 17 tahun saat memiliki KTP, atau 21 tahun seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Setelah itu, lanjutnya, anak bisa memilih kewarganegaraannya. Hal ini nantinya akan berhubungan dengan UU Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Satya menekankan, perlu ada harmonisasi RUU Kewarganegaraan dengan UU dan peraturan lain.

Salah satu isu yang mencuat dalam pembahasan RUU Kewarganegaraan adalah batas usia dewasa: 18 atau 21 tahun. Penentuan batas usia penting karena menyangkut waktu penentuan pilihan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran, apakah ikut ayah atau ibunya.

Guru besar hukum perdata internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Zulfa Djoko Basuki mengakui sistem hukum Indonesia masih menggunakan parameter yang  berbeda-beda tentang kedewasaan. Apalagi tiap negara bisa saja menggunakan ukuran yang berbeda. Di Jerman, misalnya, seseorang baru bisa memilih salah satu kewarganegaraannya lima tahun setelah dewasa. Jadi, sekitar usia 23 tahun. Usia seperti itu dianggap sudah matang bagi seseorang menentukan pilihan kewarganegaraan. Berkaitan dengan perkawinan campuran, Prof. Zulfa menyarankan untuk mengacu kepada Konvensi PBB tentang hak anak.

Dari telaah tentang persamaan dan perbedaan kewarganegaraan, maka RUU Kewarganegaraan yang sedang dibahas setidaknya harus mengandung unsur perlindungan terhadap kondisi tidak memiliki kewarganegaraan, menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, menghormati kehidupan berkeluarga, dan menjamin kebebasan manusia untuk berpindah. Setidaknya ada dua alternatif yang bisa dijadikan pertimbangan:

1. Dwi-Kewarganegaraan (DK): DK terkadang dianggap tidak patriotik dan dicurigai hanya akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Padahal dalam beberapa kasus, DK tidak terhindarkan. Misalnya jika seorang anak berayah WNI lahir di wilayah Amerika (penganut asas ius soli), maka secara de facto
 ia adalah warga Amerika, sementara secara de jure
 dia WNI. Yusril Ihza Mahendra (pada saat itu Menteri Kehakiman dan HAM) dalam dua tahun terakhir melaporkan wacana DK untuk mengakomodasi sumber daya manusia Indonesia yang lahir dan menikmati pendidikan di luar negeri penganut ius soli. Dia berpendapat, jika Indonesia mengabaikan keberadaan mereka untuk menghindari kewarganegaraan ganda, maka Indonesia akan kehilangan sumber daya berkualitas. Di lain pihak, DK akan meminimalisasi permasalahan pelaku perkawinan campur karena anak bisa memperoleh kewarganegaraan yang sama dengan ayah dan ibunya, sementara istri bisa mempertahankan kewarganegaraannya, dan pada saat yang sama bisa mendapat perlindungan hukum sebagai citizen di negara suaminya. DK diakui setidaknya 100 negara, dan hampir tidak ada dampak negatif untuk negara penganut prinsip itu (Australian Citizenship Council, 2000 Report).

2. Persamaan perlakuan hukum: Apabila DK belum memungkinkan diberlakukan, maka alternatif lain adalah persamaan perlakuan hukum terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini laki-laki WNA yang kawin dengan perempuan WNI, atau laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA diperlakukan sama di depan hukum. Jika dalam UU No. 62 tahun 1958 laki-laki WNI pelaku perkawinan campuran tidak diatur secara khusus status kewarganegaraannya dan istrinya mendapat kemudahan untuk naturalisasi, maka dalam RUU yang sedang dibahas seharusnya memuat peraturan mengenai keberadaan pasangan orang asing menjadi sama. Dengan catatan, proses naturalisasi dan keimigrasian harus dipermudah.

Sudah menjadi pengetahuan di dalam hukum ketatanegaraan, bahwa kebangsaan seseorang adalah suatu status, yang pada umumnya tidak dapat dan tidak perlu dibuktikan dengan pasti. Hal ini akan dipersoalkan bila ada sesuatu yang perlu mengenai kebangsaan seseorang itu.

Kenyataan dalam pergaulan kemasyarakatan seringkali membutuhkan kepastian mengenai jati diri seseorang, khususnya dari segi kebangsaan atau kewarganegaraan. Maka ada kecenderungan antara teori dan praktik seolah-olah tidak saling mendukung.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan kepada judul skripsi:

“Pengaruh Prinsip Habitual Residence yang Mengacu kepada Konvensi PBB Terhadap Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia”

B.
Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta uraian diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh prinsip habitual residence terhadap kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia?

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia?

4. Bagaimana perkembangan UU Kewarganegaraan Baru terhadap kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia?

1.
Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan, penulis membatasi masalah dengan menitikberatkan pada kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

2.
Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana prinsip habitual residence berimplikasi terhadap kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia? 

C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.
Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh prinsip habitual residence  terhadap kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

c. 
Untuk mengetahui sejauhmana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

d.
Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan RUU Kewarganegaraan terhadap kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

2.
Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi publik pada umumnya sebagai bahan pengembangan cakrawala berpikir tentang bagaimana Hubungan Internasional itu dan bagaimana pelaksanaan sebenarnya dalam kehidupan masyarakat baik nasional maupun internasional.

2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menaruh minat terhadap studi Hukum Internasional khususnya mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

3. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu yang terdapat dalam mata kuliah Hubungan Internasional ke dalam karya ilmiah berdasarkan teori dan penelitian yang sesuai di dalam peristiwa-peristiwa internasional yang aktual dan sebenarnya.

4. Sekiranya penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca serta pemerhati masalah-masalah ini sebagai bahan referensi, serta untuk dapat ditindaklanjuti.

5. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian Strata satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

D.
Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.
Kerangka Teoritis

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengajukan beberapa kerangka pemikiran yang akan dijadikan titik tolak dalam landasan teoritis dalam pembahasan masalah yang diteliti, sesuai masalah yang dibahas, peneliti mengemukakan definisi hukum internasional menurut J. G. Starke dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional I yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja adalah:

Keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan yang meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan

2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Subjek-subjek hukum internasional adalah mencakup: a) negara, dan b) subjek hukum bukan negara. Dalam istilah hubungan internasional, juga disebut: a) pelaku berupa negara (state actor), dan b) pelaku bukan negara (non-state actor).

Untuk negara sebagai subjek hukum internasional, sudah tentu hanya ada satu macam bentuk, yaitu negara (termasuk pemerintah masing-masing negara). Sedangkan subjek hukum internasional yang bukan negara dapat dibagi atas 5 (lima) macam penggolongan.

Dengan demikian, menurut T. May Rudy dalam bukunya Hukum Internasional II, hukum internasional mempunyai 6 (enam) subjek keseluruhannya, yaitu: 

1) Negara, atau Negara-negara;

2) Tahta Suci (Vatican);

3) Organisasi-organisasi Internasional;

4) Palang Merah Internasional (ICRC);

5) Pemerintah dalam pelarian/Pihak dalam sengketa; dan

6) Individu (perorangan) dan kelompok tertentu, termasuk perusahaan-perusahaan transnasional (TNC). 

Organisasi internasional adalah salah satu dari enam subjek (pelaku) dalam hukum internasional. Organisasi internasional menurut T. May Rudy dalam bukunya Hukum Internasional II, akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. 

Jelas bahwa organisasi internasional masuk dalam materi batasan hukum internasional, bahkan merupakan salah satu komponen pembentuk hukum internasional.

Hukum organisasi internasional tidak lain adalah bagian dari hukum internasional. Menurut T. May Rudy dalam bukunya Hukum Internasional II mendefinisikan “Hukum Organisasi Internasional adalah himpunan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur fungsi organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara, orang perorangan dan satuan-satuan lain bukan negara.”

Luas lingkup Hukum Organisasi Internasional menurut T. May Rudy dalam bukunya Hukum Internasional II pada umumnya menjangkau materi-materi sebagai berikut: 

1) Kedudukan dan fungsi organisasi internasional sebagai Subjek Hukum Internasional;

2) Masalah Kepribadian Internasional (International Personality) yang meliputi berbagai masalah treaty making powers, keistimewaan dan kekebalan (privileges and immunities) dan lain-lain;

3) Masalah Klasifikasi Organisasi Internasional;

4) Masalah Koordinasi Organisasi Internasional;

5) Hal-hal umum institusional yang meliputi antara lain:

a. struktur organik dan komposisi;

b. keanggotaan;

c. prosedur amandemen;

d. fungsi-fungsi administratif dan legislatif termasuk voting techniques dan budgets;

e. PBB dan berbagai badan yang bertalian dengannya.

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sejak lahirnya pada tahun 1945 hingga dewasa ini merupakan organisasi internasional yang terbesar dan terluas, paling lengkap tetapi juga sangat kompleks. Dapat dikatakan bahwa PBB adalah suatu organisasi internasional nomor satu yang pernah dikenal dunia dan masyarakat internasional hingga saat ini.

Bukti yang tegas bahwa PBB adalah suatu organisasi internasional menurut T. May Rudy dalam bukunya Hukum Internasional II, dinyatakan sendiri secara eksplisit dalam kalimat terakhir Preambule Piagam PBB yang berbunyi:

Sesuai dengan itu, maka pemerintahan kami masing-masing, melalui wakil-wakilnya yang berhimpun di kota San Fransisco, yang telah memperlihatkan mendapat kuasa penuh dan sah, telah menyetujui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dan dengan ini membentuk sebuah organisasi internasional yang dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut T. May Rudy dalam bukunya Hukum Internasional II, PBB mempunyai enam organ pokok, yaitu:

1. Majelis Umum

2. Dewan Keamanan PBB

3. Dewan Ekonomi dan Sosial

4. Dewan Perwalian

5. Mahkamah Internasional

6. Sekretariat

Majelis Umum PBB pada bulan Desember 1948 mengesahkan Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia (Universal Declaration Human Rights). Deklarasi ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap program yang dirancang untuk menjadi sebuah International Bill of Right, yang didasarkan atas kewajiban-kewjiban yang mengikat negara-negara secara universal dan diperkuat dengan perangkat kerja dewan dan administrasi yang efektif.

PBB dalam deklarasi universal hak-hak asasi dan dalam pembuatan konvensi internasional, memproklamirkan dan setuju bahwa setiap orang diberikan semua hak dan kebebasan yang dimuat didalamnya, tanpa membedakan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, pribumi sosial atau nasional, hak milik, kelahiran atau status lain.

Mengingat bahwa dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia, PBB telah memproklamirkan bahwa anak-anak harus mendapat pelayanan dan perawatan khhusus. Maka keluarga sebagai kelompok masyarakat yang fundamental dan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan dari seluruh anggota dan khususnya anak, harus diberikan perlindungan dan pelayanan yang diperlukan sehingga bisa memikul tanggungjawab sepenuhnya dalam masyarakat.

Sehingga Dewan Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 mengesahkan Konvensi mengenai Hak-hak Anak (Convention on the rights of the Child).

Menurut T. May Rudy dalam bukunya Hukum Internasional II “Istilah konvensi biasanya dipakai untuk dokumen yang resmi dan bersifat multilateral. Juga mencakup dokumen-dokumen yang dipakai oleh aparat-aparat lembaga internasional.”

Fungsi-fungsi dari organisasi-organisasi internasional adalah fungsi-fungsi legal atau konstitusional yang memberikan kepada Organisasi Internasional yang bersangkutan kedudukan sebagai legal person, baik dalam lapangan Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu Hukum Nasional yang baik dalam bidang kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan, mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya.

Dalam era global seperti sekarang ini, pembangunan hukum nasional tidak lagi dapat melepaskan diri dari pengaruh di sekelilingnya. Pengaruh itu dapat berasal dari sistem hukum yang ada di seluruh dunia maupun fenomena sosiologis yang terjadi. Persoalannya adalah bagaimana membangun hukum yang berstruktur sosial Indonesia tanpa meninggalkan trends globalisasi yang melingkupinya. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi kecenderungan internasional atau konvensi internasional ke dalam hukum nasional. Kecenderungan tersebut tersirat dan tersurat dalam berbagai instrumen international seperti: konvensi, deklarasi, resolusi, “guidelines, code of conduct, standard minimum rules”.

Hukum nasional tidak hanya berisi atribut karakteristik lokal saja seperti konstitusi, ideologi, alam maupun adat-istiadat, tetapi mau tidak mau juga harus beradaptasi dengan berbagai trends internasional (global trends) yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia.

Adaptasi terhadap kecenderungan global tersebut dilakukan dengan melalui ratifikasi konvensi internasional dengan UU maupun dengan Keputusan Presiden (Keppres). Di samping itu, secara doktriner diajarkan bahwa traktat internasional merupakan salah satu unsur hukum yang diakui, selain UU, yurisprudensi, doktrin dan hukum kebiasaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional (The principles of international law is part of the law of the land). Adaptasi konvensi internasional ke dalam hukum nasional ini amat penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Karena dengan adaptasi (ratifikasi) maka akan memperoleh perlindungan hukum dalam hubungan antarbangsa. 

Bilamana sesuatu hubungan antara dua pihak yang, misalnya, kewarganegaraannya tidak sama, diatur oleh suatu peraturan hukum nasional yang ditunjuk oleh peraturan petunjuk, maka dalam hal ini adalah suatu perkara internasional (karena kewarganegaraan kedua belah pihak tidak sama) yang diatur oleh hukum nasional. Karena dalam bidang Hukum Perdata Internasional bagian terbesar peraturan-peraturan adalah peraturan petunjuk, yaitu peraturan yang menunjuk hukum nasional mana akan mengatur, dan oleh karena pernyataan tersebut, dalam mengadili perkara-perkara yang ditimbulkan dalam pergaulan antara subjek-subjek hukum yang kewarganegaraannya tidak sama, oleh hukum (nasional) dijalankan hukum nasional, yaitu baik hukum nasional sendiri maupun hukum nasional asing, maka pada umumnya dapat dikatakan bahwa Hukum Perdata Internasional untuk menyelesaikan perkara-perkara internasional.

Hukum Perdata Internasional merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Jika menurut kaidah-kaidah HPI kita harus dipakai hukum asing, maka ini adalah penentuan dari hukum nasional (HPI) sang hakim sendiri.

HPI adalah hukum perdata untuk hubungan internasional. Menurut S. Gautama dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat (pribadi) dan soal-soal. 

Salah satu unsur yang paling hakiki dalam suatu negara adalah warga negara. Bahkan menurut pelbagai teori yang dikembangkan dalam Ilmu Negara, negara ada demi warga negaranya. Terutama jika kita mengacu kepada paham demokrasi, yang dianut oleh pelbagai negara modern dewasa ini. Eksistensi negara adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Menurut Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia mengatakan bahwa “Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara. Warga negara itu mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, dan sekaligus yang mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara.”

Nasionalitas (nationality) sering merupakan satu-satunya hubungan antara satu individu dan satu negara, yang menjamin diberlakukannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional kepada individu tersebut.

Menurut J. G. Starke dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional II yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, mendefinisikan nasionalitas sebagai “Status hukum keanggotaan kolektivitas individu-individu yang tindakannya, keputusan-keputusannya dan kebijaksanaannya dijamin melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu tersebut.”

Nasionalisme merupakan sendi dasar dari masalah kewarganegaraan. Mengingat bahwa masalah kewarganegaraan tidaklah terlepas dari paham nasionalisme. Peraturan mengenai kewarganegaraan merupakan suatu konsep langsung dari perkembangan paham nasionalisme. Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro dalam bukunya Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia mengatakan “Penjelasan Umum Undang-Undang No. 62 tahun 1958 antara lain menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.“

 Sebagian besar kaidah mengenai nasionalitas semata-mata hanya berkenaan dengan hukum nasional. Telah lama diakui bahwa adalah menjadi hak prerogatif setiap negara untuk menentukan sendiri dan menurut konstitusi serta perundang-undangannya kelompok orang yang bagaimana yang akan menjadi warga negaranya.

Memang beragam kaidah yang berbeda-berbeda mengenai nasionalitas dijumpai dalam perundangan-undangan negara, kurangnya keseragaman ini sebagian besar terlihat nyata dalam perbedaan berkenaan dengan perolehan nasionalitas yang asli. Demikianlah, UU dari satu kelompok negara menentukan bahwa nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan tempat dimana orang tuanya lahir (ius sanguinis), kelompok negara yang kedua menerapkan baik melalui keturunan (ius sanguinis) dan oleh pernyataan tempat kelahiran (ius soli), yang ketiga adalah kelompok negara yang mengutamakan keturunan (ius sanguinis) dan sebagian melalui tempat kelahiran (ius soli), serta kelompok negara keempat yang mengutamakan negara tempat kelahiran (ius soli) dan sebagian melalui keturunan (ius sanguinis).
Kurangnya keseragaman dalam perundang-undangan negara menyebabkan timbulnya beberapa persoalan yang mengganggu karena adanya nasionalitas ganda, tuna kewarganegaraan, dan sengketa nasionalitas mengenai wanita-wanita kawin. Suatu upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut telah dilakukan pada tahun 1930, pada saat Konferensi Kodifikasi The Hague mengesahkan Convention on the Conflict of Nationality Laws, dengan dua protokol tambahan, masing-masing mengenai kewajiban-kewajiban Militer dan Dwi-Kewarganegaraan serta kasus Tuna-Kewarganegaraan Tertentu, dan sebuah Protokol Khusus berkenaan dengan Tuna-Kewarganegaraan. Instrumen-instrumen yang lebih baru termasuk Convention on the Nationality of Married Women yang terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1957, Convention relating to the Status of Stateless Persons tanggal 28 September 1954 dan Convention on the Reduction of Statelessness tanggal 30 Agustus 1961.

Karena perselisihan UU Kewarganegaraan dan kurangnya keseragaman dari UU tersebut, maka sering timbul bahwa individu-individu tertentu memiliki dwi-kewarganegaraan (double nationality).

 
Menurut C. S. T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I pengertian kewarganegaraan ganda (bi-patride) yaitu, “Adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap atau dwi-kewarganegaraan)”.


Contoh yang sering terjadi adalah kasus seorang wanita yang kawin dengan laki-laki yang tidak sama kewarganegaraannya, yang tetap dapat mempertahankan kewarganegaraannya itu menurut hukum negara asalnya dan memperoleh kewarganegaraan suaminya menurut hukum negara suaminya.

Di Indonesia bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU yang mengatur tentang kewarganegaraan RI. 

Yang dimaksud dengan UU menurut C. S. T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I ialah “Suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.”

Dengan demikian hukum kewarganegaraan merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro dalam bukunya Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia “Hukum kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai pokok kajian atau ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan.”


Telah diketahui bahwa hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan yang lain.


Jadi, tiap hubungan hukum memiliki 2  (dua) segi, yaitu kekuasaan atau wewenang dan kewajiban. Dan kekuasaan inilah yang biasanya disebut hak. Dalam ilmu hukum hak ini disebut juga hak subjektif.

Dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I, C. S. T. Kansil mengatakan bahwa “Hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.”

Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik adalah:

Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi universal dasar. Dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Dwi-kewarganegaraan juga dapat muncul dari kelahiran di wilayah suatu negara, yang bukan negara kewarganegaraan orang tuanya, meskipun biasanya seorang yang belum dewasa diberikan kesempatan untuk memilih kewarganegaraan yang satu atau yang lain setelah mencapai kedewasaannya. Hak untuk memilih kewarganegaraan yang satu atau yang lain, dapat diberikan oleh traktat. 

Bila terjadi perceraian antara pasangan perempuan Indonesia dengan pria asing, acapkali bermuara pada rebutan hak asuh anak. Secara yuridis, suami lebih diuntungkan karena anak tersebut mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Ini merupakan konsekuensi asas ius sanguinis yang dianut UU No. 62 tahun 1958.


Perkawinan campuran terjadi apabila pria dan wanita yang kawin itu berlainan kewarganegaraan dan salah satu di antaranya adalah warga negara Indonesia. Berlainan agama bukan perkawinan campuran, dan tidak dapat dilakukan perkawinan.


Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”


Menurut Muhammad Abdulkadir dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia mengatakan “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974).”
 

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada BAB V KEDUDUKAN ANAK Bagian Kedua Pasal 29 mengenai Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran:

(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. nondiskriminasi;

2. kepentingan yang terbaik bagi anak;

3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

4. penghargaan terhadap pendapat anak.
Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, kelurarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Sedangkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”


Prof. Zulfa Djoko Basuki, Guru Besar Hukum Perdata Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia  berpendapat “Para pengambil keputusan, terutama hakim sebaiknya merujuk pada prinsip habitual residence. Berdasarkan prinsip ini, yang jadi ukuran adalah hukum tempat kediaman sehari-hari si anak atau keberadannya secara fisik dalam jangka waktu tertentu. Hukum nasional  anak sering tidak mencerminkan keadaan sebenarnya anak tersebut.”


Prinsip habitual residence sudah dianut dunia internasional melalui Konvensi Den Haag 1961 (Convention Concerning the Power of Authorities and the Law Applicable in Respect of The Protection of Minors).


Definisi habitual residence menurut The Hague Convention adalah:

Habitual residence is the place where he or she has been physically present for an amount of time sufficient for acclimatization and that has a “degree of settled purpose” from the child’s perspective. A determination that any particular place satisfies this standard must focus on the child and consists of an analysis of the child’s circumstances in that place and the parent’s present, shared intentions regarding their child’s presence there.


Prinsip habitual residence berhubungan dengan arti penting tempat tinggal bagi seorang anak hasil perkawinan campuran dimana menentukan status kewarganegaraan. Hal tersebut dapat menyebabkan anak hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda karena perbedaan asas kewarganegaraan yang dianut oleh kedua orangtuanya.


Namun karena seorang anak di Indonesia dianggap belum dewasa sebelum memasuki usia 17 atau 21 tahun dan belum dapat menentukan nasib sendiri, hal ini mempengaruhi Panja DPR dalam RUU Kewarganegaraan mengusulkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Dimana arti pengaruh menurut Jack C. Plano yang dikutip oleh Suwardi Wiriatmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, adalah “Kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikendaki oleh pelaku. Pengaruh yang berhasil dapat menyebabkan perubahan-perubahan (perubahan yang diinginkan) pada kecenderungan, pendapat, sikap dan keyakinan atau tingkah laku yang dapat dilihat.”


Sedangkan kewarganegaraan ganda terbatas artinya “Sampai anak berusia 18 tahun, ia diizinkan memiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai usia tersebut, ditambah tenggang waktu 3 tahun untuk mempersiapkannya, barulah si anak diwajibkan memilih salah satunya.”

Berdasarkan keseluruhan kerangka teoritis diatas, maka penulis menarik beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Selama ini perbedaan kewarganegaraan antara anak dan ibu dalam perkawinan campur telah melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan WNI. Katakanlah ia harus mengurus izin tinggal anaknya dengan visa kunjungan sosial/budaya, maka biaya yang timbul dari proses itu adalah biaya permohonan visa, perjalanan ke luar Indonesia untuk mengambil visa, menunggu prosesnya selama dua hari kerja (ada biaya hotel, transportasi, visa), melaporkan kedatangan, perpanjangan visa setiap bulan, pelaporan orang asing, setelah enam bulan mengajukan permohonan izin tinggal baru, dan perjalanan ke luar Indonesia selama tiga hari. Jika keberadaan anak WNA tidak pernah dilaporkan karena ketidaktahuan atau karena tidak mampu, maka pilihannya adalah membayar denda overstay, anak dideportasi, atau dalam UU Keimigrasian dikenai pidana dengan tuduhan menyembunyikan orang asing ilegal. Bagi perempuan WNI yang tinggal di negara suami, perbedaan kewarganegaraan dengan anak memaksa mereka untuk mengubah kewarganegaraan agar memperoleh perlindungan hukum. Apabila terjadi perpisahan karena perceraian atau kematian, maka ia bisa tinggal bersama anaknya.

2. UU Kewarganegaraan diharapkan lebih lentur dalam masalah bi-patride apabila menyangkut perlindungan warga negaranya, misalnya anak bisa mewarisi kewarganegaraan ayah dan ibunya. Dalam hal ini bisa dipertimbangkan kebijakan kewarganegaraan Jerman, yaitu memberikan dua kewarganegaraan pada anak sampai usia 18 tahun dan memberi waktu lima tahun untuk memilih satu kewarganegaraan saja. 

2.
Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan asumsi-asumsi yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

“Jika Prinsip Habitual Residence yang Mengacu kepada Konvensi PBB Diterapkan untuk Melindungi Hak-Hak Anak Maka Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dapat Diberikan kepada Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia”.  

3.
Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Tabel 1.1

Operasionalisasi variabel dan indikator

	Variabel

(Teoritik)
	Indikator

(Empirik)
	Verifikasi

(Analisis)

	Variabel Bebas:

Jika prinsip Habitual Residence yang mengacu kepada Konvensi PBB diterapkan untuk melindungi hak-hak anak 
	1.  Disahkannya Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

2.  Disahkannya Convention Concerning the Power of Authorities and the Law Applicable in Respect of the Protection of Minors.


	1. Data (fakta) mengenai pengesahan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

2. Data (fakta) mengenai pengesahan Convention Concerning the Power of Authorities and the Law Applicable in Respect of the Protection of Minors.      

	Variabel Terikat:

Maka kewarganegaraan ganda terbatas dapat diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.
	3.  Diajukannya usulan amandemen UU No. 62 Tahun 1958 oleh Badan Legislasi DPR.

4.  Disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 sebagai pengganti UU No. 62 Tahun 2006.

5.  Adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran dalam UU No. 12 Tahun 2006.
	3.   Data (fakta) mengenai usulan amandemen UU No. 62 Tahun 1958 oleh Badan Legislasi DPR.

4.   Data (fakta) mengenai pengesahan UU No. 12 Tahun 2006.

5.   Data (fakta) diterapkannya asas kewarganrgaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran dalam UU No. 12 Tahun 2006.




Sumber: Olahan penulis

4.
Skema kerangka Teoritis












Sumber: Olahan penulis

D.
Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.
Tingkat Analitis

Penelitian menggunakan tingkat analisa reduksionis, sebab unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih rendah.

2.
Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang menggambarkan keadaan atau peristiwa yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, mengelompokkan, menyusun, menjelaskan, dan menganalisis data yang ada untuk diambil suatu kesimpulan sehingga dapat disusun sebuah karya ilmiah.

3.
Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder (secondary data) melalui teknik library research, berdasarkan data dan informasi yang berasal dari kepustakaan, jurnal, dan media massa. Selain itu juga dilengkapi data dari internet.

E.
Lokasi dan Lama Penelitian

1.
Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mencari data dan informasi tertulis di beberapa tempat seperti:

a. United Nations Information Centre, Gedung Surya 14th Floor, Jl. MH. Thamrin, kav-9, Jakarta 10350.

b. Pusat Kajian CSIS, Jl. Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160.

c. Pusat Informasi Kompas, Jl. Palmerah Selatan No. 26-28, Jakarta.

d. Perpustakaan FISIP UNPAS, Jl. Lengkong Tengah No. 68, Bandung.

e. Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB), Jl. Lebak Bulus II/8 Kav. 30 Panorama Lebak Bulus, Jakarta 12440.

f. Keluarga Perkawinan Campuran (KPC)-Melati, www.kpc-melati.org.

2.
Lama Penelitian 

Penelitian diprogramkan 11 bulan, dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Januari 2007.

Perlindungan Hak Anak:


1.	nondiskriminasi;


2.	kepentingan yang terbaik bagi anak;


3.	hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan


4.	penghargaan terhadap pendapat anak.





Pengaruh prinsip Habitual Residence





Diterapkannya asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia





Konvensi PBB tentang hak-hak anak








Kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia





Usulan amandemen UU No. 62 Tahun 2006 oleh Badan Legislasi DPR





Disahkannya UU No. 12 Tahun 2006
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